PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang : a.

Mengingat

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

Pasal 18 ayat [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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6. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575),

13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

17.Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

20.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

21. Pératuran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;

P | Ao i I/ oy
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan ............... Rp 5.223.940.074.318,61
b.Belanja................o..... Rp. 5.060.923.743.214,26
Surplus ..., Rp 163.016.331.104,35
c. Pembiayaan
1. Penerimaan............ Rp  477.175.784.943,54
2. Pengeluaran .......... Rp  118.857.553.031,00
SUrplus ....ccvvvvvviveieenee, Rp 358.318.231.912,54

B

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan  sejumlah
Rp 195.197.970.940,61 dengan rincian sebagai berikut :

1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 5.028.742.103.378,00

I R U ——— Rp 5.223.940.074.318,61
Selisih Lebih Rp. 195.197.970.940,61
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp 325.129.651.145,65 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan ... Rp 5.386.053.394.359,91
2. ROANBABI .. suncucsesis simmmtnrn s ot vmmmmmns s o msice Rp 5.060.923.743.214,26

Selisih Kurang Rp 325.129.651.145,65

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 520.327.622.086,26 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan ......................... (Rp357.311.290.981,91)
2. Realisasi ........cccoocvviiiiiiiii Rp163.016.331.104,35

Selisih Kurang...........ccoeevvvvvvnnnnnn Rp.520.327.622.086,26
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d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan ........... ..., Rp 477.175.784.943,54
2. RealiSasi...... .cccoovviiiiii e Rp 477.175.784.943,54
Selisih Lebih..........cccccoooiiiiiiinnn. Rp 0

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp. 1.006.940.930,63) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan ......... ... Rp119.864.493.961,63
2. Realisasi...... ...cccocoiiiiiiiiii Rp118.857.553.031,00
Selisih Kurang........cccccccoeveeeieennn, (Rp.1.006.940.930,63)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.1.006.940.930,63 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan ......... ...l Rp 357.311.290.981,91
2. Realisasi ..........ccccevvvviiiiiiiiiieie e Rp 358.318.231.912,54
ST R 5T ———— Rp. 1.006.940.930,63

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31
Desember 2012 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset........ccooeviiiiiii Rp 15.951.939.312.821,10

b. Jumlah Kewajiban................c.oceeviennn. Rp 480.883.012.267,91

c. Jumlah Ekuitas Dana ...............cceeevn.... Rp 15.471.056.300.553,20
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 adalah
sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2012...... Rp 477.175.784.943,54
b. Arus Kas dari aktivitas Operasi............. Rp 1.180.197.867.630,61
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset Non
KEUANGAN csinn soscus cinnmins ioss oy smsessanapurns (Rp 1.017.181.536.526,26)
d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan...... (Rp  118.857.553.031,00)
Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran.. (Rp 0)

s O

Saldo Kas akhir per 31 Desember 2012 Rp 521.334.563.016,89
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Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini, yang terdiri dari ;

a. Lampiran|
Lampiran |. 1

Lampiran |. 2
Lampiran |..3
Lampiran I. 4
Lampiran |. 5
Lampiran |. 6
Lampiran |. 7
Lapmiran|. 8
Lampiran |. 9

Lampiran |. 10 :

Lampiran I. 11
b. Lampiran I
c. Lampiran lll
d. Lampiran IV

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan  Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan; -

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) terdiridari:

a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah

ini.
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Pasal 9

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2012.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Agustus 2013

(I’GTJBERNUR SUMATERA SELATAN,A\/

. -

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Agzustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVIN$I SUMATERA SELATAN,

Y&SRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR



